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Terima Gaji Sejak April

% Perusahaan Daerah Terbelit Umr&g hingga 's‘erancam Koiaps

SEMARAPURA, TRIBUN
BALI - Perusahaan Daerah
Nusa Kertha Kosala (PDN-
KK), terancam kolaps. Utang
membelit perusahaan ini
hingga gaji dan iuran BPJS
karyawannya belum dibayar
beberapa bulan.

Direktur Utama PDNKK
Klungkung, 1 Wayan Suka-
dana mengungkapkan, saat
ini ‘terdapat 10 karyawan
yang bekerja di perusaha-
an daerah yang berlokasi di
seputaran Jalan Puputan,
Semarapura itu. Semuanya
belum menerima gaji sejak
bulan April. Sementara, iu-
ran BPJS Kesehatan karya-
wan belum dibayarkan sejak
tujuh bulan lalu. ’

"Gaji sering saya talangi
dulu. Karyawan kes bon ke
saya sampai Rp 30 juta. Itu-
pun belum termasuk saya
tidak dapat gaji," ujar Suka-
dana, Minggu (15/7).

Sementara, iuran BPJS
Kesehatan untuk karya-
wan masih menunggak se-
jak Januari 2018. Awalnya
Sukadana juga mentalangi
pembayaran iuran BPJS
Kesehatan tersebut untuk
lima bulan dari uang pri-
badi. Namun ternyata ada
kebijakan baru dari BPJS
bahwa tunggakan harus di-
bayarkan klop selama enam
bulan.

"Pekan ini kami bayar
karena ada uang dari pem-
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bayaran karcis dari Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah. BPJS
kalau tidak salah kami me-
nunggak Rp 7 juta dan gaji
pegawai sekitar Rp 17 juta,”
ungkapnya.

Selain itu, hingga saat ini
PDNKK Klungkung juga ma-
sih memiliki utang sebesar
Rp 180 juta. Sementara pi-
utang hanya sekitar Rp 150
juta yang berasal dari RSUD
Klungkung dan BPKPD. Da-
lam sebulan, PDNKK yang
memiliki unit usaha perce-
takan, jual alat tulis kan-
tor,sarang walet, dan pen-
jualan kain rang-rang Nusa
Penida ini dalam sebulan
rata-rata mendapatkan pe-
masukan Rp 35 juta. Biaya
operasional di luar utang
mencapai Rp 25 juta.

"Tunggakan dan utang ini
terjadi karena perputaran
uang yang masih lambat. Ini
karena SKPD yang biasanya

" bayar pakai termin, bahkan

bisa enam bulan baru bayar,"
jelas Sukadana.

Secara resmi ia sudah
mengajukan surat pengun-
duran diri selaku dirut PD-
NKK per 2 Juli 2018. Suka-
dana mundur karena akan
fokus mengelola akomodasi

pariwisata yang di Nusa Pe-

nida. Selain itu, ia juga ma-
sih sibuk dengan kegiatan-
nya sebagai sekretaris PHRI
Klungkung.
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"Saya hendak mengundur-
kan diri. Tapi secara lisan
atau obrolan dengan bupati
kira-kiea sduah tiga sampai
empat kali. Dengan berbagai
pertimbangan, baru disetujui

secara lisan sekarang," jelas
Sukadana.

Namun demikian, pihak-
nya tidak serta mundur be-
gitu saja. Sebelumnya ia
akan mengadakan rapat

TRIBUN BAU/E MITA SUPUTRA
MELINTAS - Seorang warga melintas di depan kantor PDNKK Klungkung, Minggu (15/7)

dan menyampaikan pertang-
gungjawaban keuangan serta
adminstrasinya. "Setelah se-
mua proses itu, barulah nan-
ti bupati yang memutuskan,”
ungkap Sukadana. (mit)

Tungqu Laporan

SEKDA Klungkung, | Gede Putu Winastra meng-
aku belum mengetahui secara pasti kondisi ke-
uangan PDNKK hingga terlilit utang serta gaji
dan iuran BPJS belum terbayarkan. la akan me-
nunggu laporan dari Bagian Ekonomi dan De-
wan Pengawas terkait hal itu. "Nanti kami akan
koordinasi dengan dewan pengawas terkait kon-

disi PNDKK," ungkap Winastra.

Meski demikian, ia tidak menampik telah me-
nerima surat pengunduran diri dari Dirut PND-
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KK, | Wayan Sukadana. "Kemarin surat peng-
unduran diri itu telah turun dari bupati, untuk
diminta dikaji. Surat itu lalu sudah saya disposi-
si ke asisten untuk dikaji," jelasnya.

Sementara Dewan Pengawas, | Wayan Ardi-
asa belum sempat mengecek kondisi terakhir
dari PNDKK. Hal ini karena SK-nya sebagai De-

wan Pengawas PNDKK baru turun dari bulan
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Mei, menggantikan Kadis Tenaga Kerja dan Per-
mdusman Gede Kusuma}aya (mit)
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